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Mahkamah Syar‘iyah Lhokseumawe

JIin. Banda Aceh — Medan Desa Alue Awe Kec. Mara Dua
TELP. 0645-43925, FAX. 0645-41809

Email : masyalsm@yahoo.com, website : www.ms-lhokseumawe.go.id

Indikator Kinerja Utama (IKU)

ahkamah Syar’iyah Lhokseumawe



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas ridha Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
petunjuk Nya sehingga Mahkamah Syariiyah Lhokseumawe telah dapat menyusun
Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2020. Selawat beriring salam kita sampaikan
kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir ummat manusia dari
alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Disamping itu penyusunan Reviu Penetapan Kinerja adalah sebagai sebuah
proses pertanggungjawaban dan partisipatif bersama para hakim, para pejabat
struktural, fungsional dan fungsional umum kepada atasan atas pencapaian kinerja
baik dalam bidang penegakan hukum dan keadilan, maupun dalam bidang
kepaniteraan/ kesekretariatan pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sehingga
mempunyai indikator dan target kinerja yang relevan serta terukur pada setiap tahun
dalam satu periode Renstra. Reviu IKU Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yang juga
akan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Dalam Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 ini, Mahkamah
Syar’iyah Lhokseumawe berpedoman pada surat surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019, tanggal 15 November 2019, hal Review
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat
Pertama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas fungsi serta core business
Mahkamah Syariyah Lhokseumawe dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel serta peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian
perkara tahun 2020.
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MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

NOMOR : W1-A5/90/0T.01.1/01/2020
tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4

Mengingat

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2015 — 2019, dan dimulainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 — 2024 maka
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe perlu menetapkan Indikator

Kinerja Utama.

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;



Memperhatikan

Menetapkan

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di

Pengadilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja;

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1604 / SEK / OT.01.2 /
11 /2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP pada Pengadilan

Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Empat Peradilan

SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor
: 192/KMA/SK/X1/2016 tanggal 9 November 2016 tentang penetapan
Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI. Hasil Rapat Tim
Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
tanggal 02 Januari 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja

Utama (IKU) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE



PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, untuk menetapkan Renstra,
Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja.

Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan
untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA Rl dan
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar tetap memiliki IKU yang valid
dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 03 Januari 2020




REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

NO | KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENSNGSUNG S
1 Terwujudnya Proses Jumlah sisa perkara yang diselesaikan 100%
Peradilan yang Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan x ’ L Bu
Pasti, Transparan a. Persentase sisa perkara yang 105 Panitera aporaganu anan
dan Akuntabel diselesaikan — x100% = 100%
105 Tahunan
Catatan :
Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya
Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan
- x 100%
jumlah perkara yang ada
1.348
b. Persentase perkara yang 1505 X 100% = 89.57% Panitera LaporagaIrB]uIanan
diselesaikan tepat waktu Catatan : Tah
¢ Perbandinganjumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara Yang harus anunan
diselesaikan(sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah
perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
e Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun Berjalan
T.n1—Tn 100%
Tn.1 x 0
157 - 105
c. Persentase penurunan sisa —157  *100% =33.12% Panitera Laporagal;’;ulanan
perkara . . Tah
Tn = Sisa perkara tahun berjalan ahunan
Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya
Catatan:
Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 100%
Jumlah putusan perkara x ?
d. Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya 1.340
hukum:  x100% = 99.41% Laporan Bulanan
. 1.348 Panitera dan
- Banding Tahunan
- PK e Upaya hukum = Banding, kasasi, PK

e Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas
putusan pengadilan




Index responden pencari

Index Kepuasan Pencari Keadilan
Catatan :
PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman

Laporan Bulanan

:<eadllan yang .Tuasterhadap Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Panitera ﬁan
ayanan peradilan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Tahunan
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Peningkatan Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu 1009
Efektivitas Persentase Isi putusan yang Jumlah Putusan x100% Laporan Bulanan
Pengelolaan diterima oleh para pihak tepat Panitera dan
Penyelesaian waktu 1.348 Tahunan
x100% = 100%
Perkara 1.348 ’ °
Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi 100%
Jumlah perkara yang dilakukan mediasi x ?
Persentase Perkara yang . Laporaxn Bulanan
Diselesaikan melalui Mediasi L 100% = 0.68% Panitera dan
147 ¥ 00 = BOSH Tahunan
Catatan :
Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Persentase berkas perkara . .
yang dimohonkan Banding, Jumlah b}‘::;;}lpz:fz;: b4 ::]faf;m‘;flonsgoi ifl ?{anznapi chkaur:l lengkap 1009 Laporan Bulanan
Kasasi dan PK yang diajukan p yang pay Panitera dan
secara lengkap dan tepat 8 Tahunan
waktu g ¥ 100% = 100%
Persentase putusan yang
menarik perhatian Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website 100%
masyarakat (ekonomi Jumlah putusan perkara i Panit Laporacrjm Bulanan
; . anitera an
syariah) yang dapat diakses 0 Tahunan
secara online dalam waktu 1 o X 100% = 0%
hari sejak diputus
Menm_gkatnya, Akses Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan
Peradilan bagi Jumlah perkara prodeo * 100%
Masyarakat Miskin P P Y Bul
dan Terpinggirkan . Persentase Perkara Prodeo 25 Badilag dan | -oPOran sulanan
. i = x100% = 100% : dan
yang diselesaikan 25 Panitera Tah
Catatan : ahunan
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat
Tidak Mampu di Pengadilan
Badilag

. Prosentase Perkara yang

diselesaikan diluar Gedung
Pengadilan

Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

1009
Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan x %

Laporan Bulanan
dan
Tahunan




>0 100% = 100%
50 X 0 = 0

Catatan :
e Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat
Tidak Mampu di Pengadilan
o Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan
(zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

C. Prosentase Perkara

Jumlah perkara volunteer idenitas hukum yang diselesaikan
x 100%

Jumlah perkara volunteer identitas huum yang harus diajukan

809 100% = 88.32%
916 ¥ U0 T OS24

Catatan :
e Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan

Laporan Bulanan

Permf’honan (Voluntair) pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku Ketua dan Tahunan
Identitas Hukum nikah dan akta kelahiran.
e Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemerikasaan perkara Volunteer
isbat nikah dalam pelayanan terpadu.
o Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.
o Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas
Kependudukan Catatan Sipil
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu x 100%
d. Persentase Pencari Keadilan 0
Golongan Tertentu yang — x100% = 0% . Laporan Bulanan
0 Panitera
Mendapat Layanan Bantuan Catatan : dan Tahunan
Hukum (Posbakum) e PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat
Tidak Mampu di Pengadilan
e Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
Meningkatnya Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti 100%
Kepatuhan Terhadap Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT x ?
Putusan Pengadilan | persentase Putusan Perkara |
Perdata yang Ditindaklanjuti Panitera Laporan Bulanan

(dieksekusi).

5
3 x100% = 62.50%

Catatan :
e BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

dan Tahunan




